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Hal :  Pemberian NIDN bagi dosen non-ASN di PTN

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi memiliki sebanyak 39 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Dari 39 PTNB
dimaksud hampir semuanya mengalami kendala yang sama yaitu masih sangat kurangnya jumlah
dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Bahkan
kendala kurangnya dosen juga dialami perguruan tinggi lain selain PTNB. Dilain pihak untuk
mendapatkan dosen baru dengan skema Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mudah dan formasinya
sangat terbatas.

Untuk mengatasi kekurangan dosen tersebut, pada tahun 2013 diterbitkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS
pada PTN dan dosen tetap pada PTS. Namun demikian dengan terbitnya UU No. 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan terbitnya PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka di dalam instansi Pemerintah tidak lagi diperkenankan
untuk mengangkat pegawai di luar PNS dan P3K. Pemenuhan kebutuhan dosen tidak dapat lagi
dilakukan melalui pengangkatan dosen tetap non-PNS sejak berlakunya PP 49 tahun 2019.

Di sisi lain, untuk peningkatan karir seorang dosen, setiap dosen perlu mendapatkan Nomor Induk
Dosen Nasional yang dapat berupa Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk
Dosen Khusus (NIDK) atau NUP (Nomor Urut Pendidik) sesuai Amanah Permenristekdikti No.
26 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 2 tahun 2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bagi perguruan tinggi yang telah merekrut dosen baru dengan skema dosen tetap non-ASN
dapat mengusulkan NIDN dosen dimaksud paling lambat 30 November 2021.

2. Bagi dosen yang telah mendapatkan NIDK yang berstatus dosen penuh waktu (bukan dari
praktisi) dapat diusulkan perubahannya dari NIDK ke NIDN.

3. Usulan untuk mendapatkan NIDN harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam
Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2016.

4. Bagi dosen yang sudah mendapatkan NIDN dan belum ASN agar dapat diusulkan mengikuti
seleksi ASN (PNS/PPPK).



5. Dengan terbitnya surat ini, maka sejak 1 Desember 2021, Perguruan Tinggi Negeri tidak
diperkenankan mengangkat dosen tetap non-PNS. Pemenuhan kebutuhan dosen dapat dipenuhi
melalui pengusulan formasi ASN, atau dapat mengangkat dari unsur profesional sebagai dosen
tidak tetap.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



